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PEMERINTAH KAEEUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
) e L Jalan Mawar NO. 12 telp (0382) 21192

MAUMERE-NTT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA
Nomor: J9 / SK/ PPO/2014
e TENTANG
171N PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI ( POS PAUD )} MUTIARA HATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

Menimbang @ a3 bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagaimana termuat dalam
Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan
Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;

. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diaks..es oleh masyarakat melalui
Pernbentukan Lembaga Pos Paud;

c. bahwa dengan berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Pos Paud
Mutiara Hati telah memenuhi syarat dan dapat diberikan 1zin (perasional;

4. bahwa berdasarkan pertimibangan sebagaimana tersebut pada hurufa, bdanc,
periu  menctapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian  1zin
Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini ( Pos Paud );

Mengingat @ L Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah
Tingkat 11 dalam wilayah Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Baral dan Musa  #
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - Undang .Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
{Lembaran Negara Répuhlit: ndonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomeor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 rentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235}
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Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Repubdik Indonesia Tahun 2003 Nomar 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ) ,
Undang - Undzng Nomor 32 Tahun 2004 ttrnrar;g Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negarami{epubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Nepara Réﬁubiik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah teralkhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dagrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4484):
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahup 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomar 5063):

ﬂndang ~ Undang Nomor 52 Tahup 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia
T:'ahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Numm‘SGBU};

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulian Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 4496):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antary Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lzmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerinrah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nemor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiy Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahud™ 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomar 49417; .
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 h;ntang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5157):

Peraturana Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

{Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21,

Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35];

% MEMUTUSKAN :

Memberikan ljin Operasiona! Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga : Pos Paud Kampung Baru
Alamat ¢ Dusun Kampung Baru
Desa :  Talibura

Kecamatan : Talibura

Kabupaten : Sikka

Pemimpin/ Penanggungjawab Kepala Desa Talibura
Peyelenggara / Pengelola :  Maria 5usana

Pemegang lzin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu

mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Pos Pengembangan Anak Usia Dini [ POS
PAUD} sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. membhuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan
model vang ditetapkan; dan

3. laporan berkala tentang kegiatan Pos Paud sebagaimana dimaksud
dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini [ POS

PAUD } Mutiara Hati tersebut berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung

sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;




operasional ini berakhir pemegang izin

erasional wajib menyamjfaikan ke Dinas PPO dengan membawa serta

rkembangan POS PAUD;

KEEMPAT Gatu bulan sebelum izin
op
Japoran akhir tentang pe

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal @f‘) September 2014

epala DinasPendidik;
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